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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik, bentuk partisipasi politik, serta orientasi 
politik mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Pilgub Kalbar tahun 2018. 
Penelitian menggunakan metode survey. Teknik dan instrumen pengumpul data berupa kuesioner atau angket. 
Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik persentase. Hasil penelitian menunjukkan (1) Partisipasi 
politik mahasiswa PPKn dalam Pilgub Kalbar tahun 2018 tergolong sangat tinggi yakni sebesar 89,7 %. 
Partisipasi politik tersebut didasari oleh keinginan dan kesadaran mahasiswa sendiri dalam memilih yakni 
sebesar 79 %. (2). Bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn dalam Pilgub Kalbar tahun 2018 sangat beragam 
yakni berpartisipasi sebagai pemilih sekitar 89,7 %, berpartisipasi sebagai anggota Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK) sekitar 0,6 %, berpartisipasi sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekitar 5,2 
%, berpartisipasi sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sekitar 9,3 %, 
berpartisipasi sebagai Pemantau dari Partai Politik sekitar 5,8 %, dan berpartisipasi sebagai tim sukses 
pasangan calon Guberbur sekitar 7,1 %. (3). Orientasi politik mahasiswa PPKn dalam Pilgub Kalbar tahun 
2018 dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan yakni memilih atas dasar kesamaan agama dengan calon sekitar 
80,7 %, kesamaan suku dengan calon sekitar 16,1 %, kesamaan etnis dengan calon sekitar 9,03 %, kesamaan 
daerah (kabupaten/kota) dengan calon sekitar 9,70 %, sedangkan pertimbangan calon memiliki integritas dan 
karakter yang baik, profesional, memiliki kinerja dan prestasi politik yang baik, memiliki latar belakang dan 
karir politik yang jelas sekitar 80,7 %. 
Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah 
 Abstract 
This study aims to determine the level of political participation, forms of political participation, and political 
orientation of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) students in the West Kalimantan Pilgub in 2018. 
The study used a survey method—data collection techniques and instruments in the form of questionnaires or 
questionnaires. While the data analysis technique uses percentage techniques, the results showed (1) The 
political participation of PPKn students in the West Kalimantan Pilgub in 2018 was classified as very high at 
89.7%. Political participation is based on the desires and awareness of students themselves in choosing that 
is equal to 79%. (2). The forms of political participation of PPKn students in the West Kalimantan Pilgub in 
2018 were very diverse namely participating as voters around 89.7%, participating as members of the District 
Election Committee (PPK) around 0.6%, participating as members of the Voting Committee (PPS) around 5.2 
%, participated as a member of the Voting Organizers Group (KPPS) around 9.3%, participated as a Monitor 
from Political Parties about 5.8%, and participated as a successful team of Guberbur candidate pairs around 
7.1%. (3). The political orientation of PPKn students in the 2018 West Kalimantan Pilgub was influenced by 
several considerations namely choosing on the basis of religious similarity with candidates around 80.7%, 
ethnicity with candidates about 16.1%, ethnicity with candidates about 9.03%, regional similarity (district/city) 
with a candidate of around 9.70%, while the consideration of the candidate has integrity and good character, 
professional, has good political performance and achievements, has a clear political background and career 
of around 80.7%.  
Keywords: Political Participation, Regional Head Election, 
PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi yang menuntut setiap 
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demokrasi partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan oleh masyarakat secara 
aktif untuk mempengaruhi keputusan politik. 
Partisipasi politik masyarakat dalam setiap even pemilihan kepala daerah menjadi sebuah 
praktek yang sangat penting mengingat bahwa suara rakyat merupakan representasi suara Tuhan 
yang kontribusinya dapat melahirkan pemimpin yang amanah, kredibel dan kompeten sehingga 
pada muaranya akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.  
Namun persoalan yang sering kali dialami dalam setiap perhelatan pemilihan umum 
maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia yakni kurangnya tingkat partisipasi politik 
masyarakat dalam kegiatan pemberian suara. Perbandingan antara jumlah daftar pemilih tetap 
dengan partisipasi pemilih memberikan suara ke tempat pemberian suara (TPS) masih belum ideal. 
Masih banyak daerah yang tingkat partisipasi politik masyarakatnya rendah. Seperti yang terjadi 
pada pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur tahun 2013 dimana partisipasi politik masyarakat 
sekitar 60% (Subekti, Tia. 2014:3). Selain itu pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 
2013 tingkat partisipasi politik masyarakat rendah sekitar 52,27 % (Sholihin, et al, 2014:495). 
Bahkan secara nasional tingkat partisipasi politik pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 
2018 lalu baru mencapai angka 73,24% dan belum sesuai target partisipasi pemilih yang ditetapkan 
sebesar 77,5% (Ihsanudin, 2018).  
Dari beberapa fakta empiris diatas, jelas kiranya bahwa tingkat partisipasi politik 
masyarakat dibeberapa daerah di Indonesia masih rendah bahkan belum mencapai target yang 
ditetapkan. Padahal jika kita berkaca pada kondisi yang ideal bahwa partisipasi politik yang baik 
akan memperkokoh pondasi demokrasi politik sebuah negara dan memberikan pengaruh yang 
lebih baik terhadap negaranya. 
Rendahnya partisipasi politik masyarakat umum sebagaimana di atas juga terjadi pada 
kalangan warga negara muda atau pemilih pemula. Sebagaimana pada pemilu tahun 2014 bahwa 
partisipasi politik generasi muda sekitar 73,2% (Morissan,2016:96). Angka tersebut tentu belum 
mencapai posisi ideal yang ditargetkan sekitar 77 %. Namun meskipun dalam kategori tidak terlalu 
tinggi, partisipasi politik warga negara muda dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah 
umumnya selalu menjadi daya tarik tersendiri dan diperhitungkan oleh para calon kepala daerah 
karena menjanjikan jumlahnya yang cukup besar di setiap daerah. 
Warga negara muda dan pemilih pemula memang merupakan kelompok yang paling rentan 
pasif atau enggan mengambil bagian dalam pesta demokrasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai 
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minimnya pengetahuan terhadap latar belakang calon. Sehingga mempengaruhi keinginannya 
untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik.  
Kalimantan Barat merupakan Propinsi dengan jumlah 14 Kabupaten/Kota. Pada tahun 
2018 Kalimantann Barat melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Gubernur periode tahun 2018-
2023. Kontestasi pilkada Kalimantan Barat tahun 2018 diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur 
dengan jumlah pemilih (DPT) sekitar 3.436.127 suara. Pilkada Kalimantan Barat tahun 2018 
menjadi menarik perhatian masyarakat karena ketiga kontestan yang bertarung merupakan 
refresentasi dari sosial budaya yang ada di Kalimantan Barat. Sehingga pilkada Kalbar tahun 2018 
mampu menjadi magnet bagi semua kalangan untuk melibatkan diri dalam pesta demokrasi 
tersebut. 
Atas dasar kondisi tersebut, pilkada Kalbar tahun 2018 menarik untuk dilakukan penelitian. 
Penelitian ini mengkaji dari sudut pandang yang berbeda. Dalam beberapa penelitian yang pernah 
dilakukan sebelumnya, banyak penelitian yang lingkup kajiannya mengenai partisipasi politik 
masyarakat pada umumnya. 
Seperti Penelitian yang dilakukan oleh Daut M Liando tahun 2016 dengan judul pemilu 
dan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan anggota Legislatif dan pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa tahun 2014. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat 
partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, justru persoalan partisipasi politik masyarakat 
terletak pada motivasi. Masyarakat mengakui bahwa mereka mau melakukan kegiatan memilih 
karena adanya dorongan dan stimulus berupa faktor transaksi dan unsur kedekatan dan emosional 
dengan calon pemimpin. Sehingga faktor visi dan misi calon tidak menjadi dasar pertimbangan 
dalam memilih. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Adi Abdul Kadir, et al tahun 2017 
dengan judul partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota 
Tidore Kepulauan di Kecamatan Tidore Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
partisipasi politik masyarakat sangat tinggi mencapai 89,00 %.  
Perbedaan dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini lebih fokus melihat bagaimana 
tingkat partisipasi politik kaum intelektual mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(PPKn). Alasan meneliti tingkat partisipasi politik mahasiswa PPKn karena mengingat bahwa 
mahasiswa dalam kesehariannya belajar tentang nilai dan prinsip demokrasi. Sebagaimana PPKn 
merupakan sebuah disiplin ilmu yang memiliki perhatian yang sangat serius dalam 
mempersiapkan warga negara yang demokratis. PPKn sebagai sarana membentuk warga negara 
agar mau dan mampu berpartisipasi dalam sistem pemerintahan demokrasi (Ketcham dalam 
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besar bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang memiliki keinginan dan kemauan untuk 
terlibat aktif dalam pilkada Kalbar tahun 2018. 
Berangkat dari semua pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimanakah partisipasi politik mahasiswa PPKn dalam pilgub Kalbar tahun 2018. 
Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi 
politik, serta orientasi politik mahasiswa PPKn dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 
2018. 
Partisipasi Politik. 
Negara penganut sistem politik demokrasi seperti Indonesia akan menempatkan partisipasi 
politik masyarakat sebagai aspek penting didalamnya. Pentingnya partisipasi politik masyarakat 
karena dapat menentukan isi keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah 
negaranya. 
Di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi pada umumnya memandang bahwa 
partisipasi politik masyarakat yang tinggi pada negaranya akan memberikan pengaruh yang lebih 
baik terhadap negaranya. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik masyarakat yang rendah tentunya 
menunjukkan gejala yang kurang baik yang menandakan bahwa kurangnya perhatian masyarakat 
terhadap masalah di negaranya sendiri. 
Partisipasi politik sebagai kegiatan dan tindakan yang penting dari warga negara untuk 
mempengaruhi keputusan yang di buat oleh pemerintah yang berkuasa (Hutington dan Nelson, 
2002). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik sangat beragam tidak terbatas pada kegiatan 
pemberian suara semata, Partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat berupa kegiatan 
memberikan suara dalam pemilu, mengahadiri rapat untuk membahas kepentingan umum, menjadi 
anggota atau simpatisan sebuah partai politik, menjadi anggota dalam organisasi kelompok 
kepentingan, mengadakan hubungan atau komunikasi dengan pejabat pemerintah/parlemen, dan 
lain sebagainya (Miriam Budiarjo,2008:367). 
Di negara demokratis setidaknya terdapat tiga cara berbeda bagi masyarakat untuk dapat 
berpartisipasi dalam kegiatan politik yakni:  
1. Masyarakat menyampaikan atau mempromosikan tuntutannya ke arena publik kepada 
pemerintah misalnya melalui kegiatan demonstrasi. 
2. Masyarakat menyampaikan pesan politik kepada lembaga legislatif dan eksekutif misalnya 
melalui kegiatan menandatangani petisi.  
3. Masyarakat mencalonkan diri untuk menjadi pejabat publik atau melibatkan diri dalam 
proses seleksi pejabat publik misalnya melalui kegiatan memberikan suara pada Pemilu 
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Partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela masyarakat dalam memilih pemimpin baik 
langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan umum. 
Keikutsertaan masyarakat umum dalam kegiatan politik untuk mempengaruhi berbagai keputusan 
yang menyangkut masalah kehidupan mereka merupakan aktifitas partisipasi politik (Ramlan 
Surbakti dalam Cholisin, 2007:150). 
Dari beberapa pandangan di atas dapat disintesiskan bahwa partisipasi politik merupakan 
kegiatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung secara individu atau kelompok 
masyarakat guna dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan atau keputusan politik pemerintah. 
PPKn Sebagai Program Pendidikan Demokrasi. 
Negara demokrasi seperti Indonesia sangat membutuhkan dukungan keberadaan warga 
negara yang demokratis. Upaya tersebut hanya akan terwujud manakala PPKn dijadikan sebagai 
salah satu program untuk pendidikan demokrasi. Kenyataan tersebut sejalan dengan kondisi saat 
ini bahwa PPKn umumnya mengkaji mengenai konsep-konsep maupun teori-teori dalam 
pemerintahan yang demokrasi (John Searles dalam Wahab. AA & Sapriya, 2011:140). 
Dalam kontek negara demokrasi PPKn merupakan program pendidikan yang inti kajiannya 
mengenai demokrasi politik, ditambah dengan disiplin ilmu sosial lainnya menjadikan PPKn 
sebagai mata pelajaran untuk melatih peserta didik agar mampu berfikir kritis, analitis, bersikap 
dan bertindak demokratis dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Nu’man Somantri , 
2001:299). 
Pembelajaran PPKn akan menghasilkan output pembelajaran dalam aspek pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Salah satu output yang mendukung sistem negara 
demokrasi adalah output keterampilan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Dengan 
demikian dapat dipertegas bahwa dalam sistem negara Indonesia yang demokrasi kedudukan mata 
pelajaran PPKn diposisikan sebagai program pendidikan dipersekolahan yang kajiannya 
berintikan tentang demokrasi politik dengan salah satu tujuannya membentuk warga negara yang 
demokratis. 
METODE. 
Penelitian ini menggunakan metode survey. Penelitian survei merupakan penelitian yang 
dilakukan pada populasi besar maupun kecil yang mengambil sampel dari suatu populasi, dan alat 
pengumpul data yang digunakan berupa kuesioner (Kerlinger, dalam Riduwan, 2006:49). Sumber 
data dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn FKIP Universitas Tanjungpura berjumlah 155 
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Kuesioner atau angket yang diberikan berisi seperangkat pertanyaan tertulis untuk kemudian di 
jawab oleh responden. Setelah data kuesioner terkumpul selanjutnya data dihimpun dan dianalisis 
oleh peneliti menggunakan teknik persentase untuk mengetahui kecenderungan dari data 
penelitian. 
HASIL DAN PEMBAHASAN. 
Partisipasi Politik Mahasiswa PPKn dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 
2018. 
Partisipasi politik mahasiswa PPKn dalam Pilgub Kalbar tahun 2018 sangat tinggi yakni 
sekitar 89,7 %. Sedangkan 10,3 % mahasiswa tidak berpartisipasi (tidak menggunakan hak pilih). 
Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi politik mahasiswa PPKn 
dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 sangat baik dan tinggi. Hasil penelitian 
tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa angka partisipasi pemilih yang mencapai 
angka 89,0 % dapat dikategorikan tinggi (Kodir, Adi Abdul et al, 2017:1). 
Seorang warga negara yang ikut terlibat dalam pemilihan pemimpin negara berarti telah 
berpartisipasi dalam politik. Kegiatan warga negara dalam pemberian suara dalam pemilihan 
gubernur merupakan salah satu bentuk nyata dari partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan 
kegiatan sukarela yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang secara aktif dalam 
bidang politik seperti mempengaruhi keputusan politik serta ikut dalam pemilihan pemimpin 
publik (Budiarjo, 1994). 
Sejalan dengan pandangan Budiarjo di atas, sebuah teori menegaskan bahwa setidaknya 
terdapat tiga cara berbeda bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik yakni:  
1. Masyarakat menyampaikan atau mempromosikan tuntutannya ke arena publik kepada 
pemerintah misalnya melalui kegiatan demonstrasi. 
2. Masyarakat menyampaikan pesan politik kepada lembaga legislatif dan eksekutif misalnya 
melalui kegiatan menandatangani petisi.  
3. Masyarakat mencalonkan diri untuk menjadi pejabat publik atau melibatkan diri dalam 
proses seleksi pejabat publik misalnya melalui kegiatan memberikan suara pada Pemilu 
(Back, et al, 2011).  
Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa yang mendasari mahasiswa PPKn 
menggunakan hak pilihnya yakni 79 % mahasiswa menggunakan hak pilihnya karena keinginan 
sendiri bukan saran teman, keluarga atau tim sukses. 
Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi politik mahasiswa dalam 
pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 sebagian besar atas kesadaran dan keinginan 
sendiri untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukan bahwa 
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dalam sebuah negara demokrasi. Kenyataan tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa 
bahwa unsur penting yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik 
seseorang individu yakni aspek kesadaran (Surbakti. R, 2007). Kesadaran yang dimaksudkan 
adalah kemauan sendiri dari individu yang bersangkutan untuk terlibat dalam kegiatan politik 
tanpa ada unsur dari luar individu. 
Partisipasi politik mahasiswa PPKn dalam pilgub Kalbar tahun 2018 dikategorikan sangat 
tinggi merupakan sebuah kewajaran mengingat bahwa mahasiswa dalam kesehariannya selalu 
mengkaji konsep dan prinsip demokrasi. Sebagaimana teori yang menyatakan bahwa kedudukan 
PPKn di Indonesia sebagai wahana untuk membentuk pengetahuan dan kesadaran warga negara 
untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik. PPKn memiliki tujuan membekalkan 
keterampilan kepada warga negara untuk dapat berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung 
jawab dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan/kehidupan politik pada level lokal maupun 
nasional. Untuk dapat mendukung partisipasi semacam itu maka dibutuhkan penguasaan sejumlah 
kompetensi kewarganegaraan seperti penguasaan warga negara terhadap pengetahuan dan konsep 
tertentu, kemampuan warga negara untuk mengembangkan intelektual dan partisipatorisnya, 
kemampuan warga negara dalam mengembangkan karakter dan sikap mentalnya, serta komitmen 
terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional secara benar (Budimansyah dan Suryadi 
(2008:55). 
Mata pelajaran PPKn di Indonesia bertujuan mengembangkan partisipasi warga negara 
yang bermutu serta bertanggung jawab baik didalam kehidupan politik, maupun didalam 
kehidupan bermasyarakat yang ditopang oleh pengetahun dan pemahaman, kemampuan 
intelektual dan partisipatori, karakter dan sikap mental, serta komitmen terhadap nilai dan prinsip 
dasar domokrasi konstitusi. 
Bentuk Partisipasi Politik Mahasiswa PPKn dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 
Tahun 2018. 
Bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn dalam Pilgub Kalbar tahun 2018 sangat 
beragam yakni berpartisipasi sebagai pemilih sekitar 89,7 %, berpartisipasi sebagai anggota 
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sekitar 0,6 %, berpartisipasi sebagai anggota Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) sekitar 5,2 %, berpartisipasi sebagai anggota Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS) sekitar 9,3 %, berpartisipasi sebagai Pemantau dari Partai Politik 
sekitar 5,8 %, dan berpartisipasi sebagai tim sukses pasangan calon Guberbur sekitar 7,1 %. 
Dari hasil penelitian bahwa bentuk partisipasi politik mahasiswa beberapa diantaranya 
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berpartisipasi sebagai tim sukses pasangan calon guberbur. Beberapa bentuk partisipasi tersebut 
sesuai dengan tipe atau kategori dalam partisipasi politik yang dibedakan dalam empat kategori 
yakni: 
1. Tipe Apatis yaitu orang yang tidak mau melibatkan diri bahkan cenderung menarik diri 
dari segala bentuk aktivitas politik. 
2. Tipe spectator, yaitu orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik namun 
pernah ikut dalam pemilihan umum. 
3. Tipe Gladiator, yaitu orang-orang yang terlibat secara aktif dalam proses dan kegiatan 
politik seperti terlibat sebagai aktivis partai dan pekerja kampanye (tim sukses), sebagai 
komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka serta aktivis 
masyarakat. 
4. Tipe yang suka mengeritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan politik 
yang lebih modern/bentuk yang tidak konvensioanal (Milbrath dan Goel, 1977). 
Kemudian pendapat lain telah merangkum/mengklasifikasikan berbagai bentuk partisipasi 
politik dalam empat bentuk yakni: 
1. Kegiatan pemilihan berupa pemberian suara, memberikan bantuan sumbangan bagi 
kegiatan kampanye, menjadi pekerja/petugas/panitia dalam kegiatan pemilihan, mencari 
dukungan bagi seorang calon (tim sukses), atau setiap tindakan yang bertujuan untuk 
memenangkan hasil perolehan suara calon. 
2. Kegiatan lobbying dari perorangan maupun kelompok untuk mempengaruhi keputusan 
politik yang akan di buat oleh pejabat pemerintah ataupun pimpinan politik. 
3. Kegiatan anggota atau pejabat sebuah organisasi untuk mempengaruhi pengambilan 
kebijakan atau keputusan pemerintah. 
4. Kegiatan perorangan untuk mencari jaringan (conntacting) kepada pejabat pemerintah 
dengan tujuan memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri atau atau berapa orang 
(Huntington dan Nelson, 2002). 
 
Dalam kehidupan demokrasi seperti negara Indonesia, keterampilan kewarganegaraan 
(civic skill) yang dibekalkan kapada peserta didik melalui pembelajaran PPKn salah satunya adalah 
keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagaimana teori yang menyatakan bahwa 
terdapat tiga kompenen penting dari kompetensi kewarganegaraan yakni: (1). Komponen civic 
knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan konsep, pengetahuan atau hal apa 
yang semestinya diketahui oleh seorang warganegara. (2). Komponen civic skill (keterampilan 
kewarganegaraan) berkaitan dengan keterampilan berpartisipasi dan keterampilan intelektual 
seorang warganegara, dan 3). Komponen civic disposition (watak kewarganegaraan) yakni 
mencakup karakter publik maupun privat dari seorang warga negara yang dibutuhkan bagi 
pemeliharaan sistem demokrasi konstitusi (Branson dalam Budimansyah & Suryadi, 2008: 33). 
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik 
yang dilakukan oleh mahasiswa PPKn sangat beragam dan telah sesuai dengan tipe atau kategori 
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dari adanya kontribusi dari PPKn ke arah pengembangan civic skill mahasiswa yakni berupa 
pengembangan kecakapan intelektual dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara termasuk dalam kegiatan politik. 
Orientasi Politik Mahasiswa PPKn Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 
2018. 
Orientasi politik mahasiswa PPKn dalam Pilgub Kalbar tahun 2018 dipengaruhi oleh 
beberapa pertimbangan yakni 80,7 dari 100 % memilih calon atas dasar kesamaan agama, 16,1 
dari 100 % memilih calon atas dasar kesamaan suku, 9,03 dari 100 % memilih calon atas dasar 
kesamaan etnis, 9,70 dari 100 % memilih calon atas dasar kesamaan daerah (kabupaten/kota), 80,7 
dari 100 % memilih calon atas dasar calon memiliki integritas dan karakter yang baik, profesional, 
memiliki kinerja dan prestasi politik yang baik, memiliki latar belakang dan karir politik yang 
jelas, serta memiliki kemampuan dan keahlian sebagai seorang Gubernur (Kepala Daerah). 
Orientasi politik mahasiswa sebagaimana di atas sebetulnya merupakan suatu hal yang 
lumrah terjadi dalam sebuah pesta demokrasi dan bagi negara yang beragam, majemuk, dan plural 
seperti Indonesia. Dalam melaksanakan partisipasi politik (memilih calon kepala daerah) 
mahasiswa menggunakan identitas suku, agama, ras, etnis, status sosial dan ekonomi seseorang, 
karakter serta gaya kepemimpinan sebagai dasar dalam memilih calon gubernur Kalimantan Barat. 
Hal ini sejalan dengan teori ahli yang memberikan enam alasan bervariasinya partisipasi politik 
seseorang dalam memilih yakni: 
1. Karena adanya penerimaan dan pengakuan seseorang pemilih terhadap perangsang politik, 
2. Karena adanya karakteristik/identitas suku, karakteristik/identitas sosial seseorang, jenis 
kelamin seseorang, usia, status sosial ekonomi serta keyakinan agama yang di anut, 
3. Karena adanya sifat seseorang, sistem politik negara dan keadaan partai tempat seseorang 
tersebut berada, 
4. Karena adanya kebebasan dan keleluasaan seseorang untuk menghimpun dirinya dalam 
kegiatan organisasi, 
5. Karena adanya distribusi dan penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat, 
6. Karena adanya distribusi kekuasaan di masyarakat yang menyebabkan terciptanya sebuah 
perimbangan kekuatan (Milbrath, 1997). 
Selain pandangan di atas, terdapat teori lain yang membagi orientasi politik kedalam tiga 
bentuk yakni orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluative dengan penjelasan 
sebagai berikut: 
1. Orientasi kognitif adalah pengetahuan pemilih tentang persoalan pilkada serta sosok atau 
karakter dari calon pemimpin seperti pengetahuan pemilih terhadap kemampuan calon 
dalam menerapkan keputusan-keputusan, pengetahuan terhadap gaya kepemimpinan, dan 
pengetahuan pemilih terhadap kemampuan calon pemimpin dalam menyelesaikan 
permasalahan. 
2. Orientasi Afeksi adalah perasaan atau ikatan emosional dari individu pemilih terhadap 
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agama, ras, etnis, serta persamaan dalam pilihan politik (termasuk partai partai) dan lain 
sebagainya. 
3. Orientasi evaluatif adalah gabungan dari pengetahuan pemilih terhadap calon pemimpin 
dan perasaan atau ikatan emosional berupa kesamaan daerah tempat tinggal, suku, agama, 
ras, dan kesamaan lainnya (Gabriel Almond dan Sidney Verba, 1984:19). 
Jika dikaitkan dengan kompetensi dasar warga negara yang baik, orientasi politik 
mahasiswa PPKn dalam Pilgub Kalbar tahun 2018 dapat dikatakan telah memenuhi syarat kriteria 
kompetensi dasar warga negara yaitu: (1). Kemampuan dalam memperoleh serta menggunakan 
informasi. (2). Kemampuan membina (menciptakan) ketertiban. (3) Kemampuan membuat 
berbagai keputusan. (4) Kemampuan membangun kerjasama. (5) Kemampuan melakukan 
komunikasi. (6) Kemampuan melakukan berbagai macam kepentingan secara benar (Ricey dalam 
Nurmalina & Syaifullah,2008: 21). Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa dalam memilih 
calon pemimpin (Gubernur) ternyata mahasiswa PPKn telah mampu memperoleh, mengolah, 
memanfaatkan dan menggunakan berbagai informasi yang diterima untuk membuat keputusan 
politik yang bermutu dan bertanggung jawab. 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Bahwa partisipasi politik mahasiswa PPKn dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat yakni 
sekitar 89,7 % mahasiswa menggunakan hak pilihnya (ikut memilih), dan 10,3 % mahasiswa 
tidak menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang mendasari mahasiswa PPKn menggunakan 
hak pilihnya yakni 79 % mahasiswa menggunakan hak pilihnya karena keinginan sendiri 
bukan saran teman, keluarga atau tim sukses. 
2. Bahwa bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn dalam Pilgub Kalbar tahun 2018 sangat 
beragam yakni berpartisipasi sebagai pemilih sekitar 89,7 %, berpartisipasi sebagai anggota 
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sekitar 0,6 %, berpartisipasi sebagai anggota Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) sekitar 5,2 %, berpartisipasi sebagai anggota Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sekitar 9,3 %, berpartisipasi sebagai Pemantau dari 
Partai Politik sekitar 5,8 %, dan berpartisipasi sebagai tim sukses pasangan calon Guberbur 
sekitar 7,1 %. 
3. Bahwa orientasi politik mahasiswa PPKn dalam Pilgub Kalbar tahun 2018 dipengaruhi oleh 
beberapa pertimbangan yakni 80,7 dari 100 % memilih calon atas dasar kesamaan agama, 16,1 
dari 100 % memilih calon atas dasar kesamaan suku, 9,03 dari 100 % memilih calon atas dasar 
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80,7 dari 100 % memilih calon atas dasar calon memiliki integritas dan karakter yang baik, 
profesional, memiliki kinerja dan prestasi politik yang baik, memiliki latar belakang dan karir 
politik yang jelas, serta memiliki kemampuan dan keahlian sebagai seorang Gubernur (Kepala 
Daerah). 
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